BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negam-negam vang menganut kebijakan netralitas telah memegang peranan
penting dalam pembentukan tatanan d.lmit.m yang cenderung suka berperang
dan tidak dapat diprediksi (Miller, 2019, p. 2). Netralitas sendini berasal dari bahasa
Latin, ‘menfer mﬁummmdﬂi keduanym. Huhm'skl dalam Czamy
(2018). mendefinisikan nefralitas sebagni “Negara-negarn yang bikan merupakan
j_ld.'llk dalam perung mm berlangsung”. Sdﬂtuﬁﬁjtkn dikaitkan dengan
wmﬂm negara, kebijakan netralitas atsy mﬂmlr imemiliki esensi,
ylﬂnmﬁwﬁ‘tldak tergabung dalsm aliansi militer manapun yang dapat membigst
namm terlihat dalam perang militer (Czamny. 2018, p. 10),

Kemjaan Swedia merupakan negara yang memiliki keluatan Iuﬁh
ihngim ‘Hﬂl}ﬂi teritorinl yang cukup luas (mencakup wilayah Filandin dan
Prov omeranta Jerman), Meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas,
Km}-.'mn Mu memiliki sumber daya militer yang cuh:pmﬂ:n kaln ¥, vakni
lima puluh ribu pasukan, dua puluh kapal, dan beberapa benteng terkuat yang
terletak di [lﬂulll Sveaborg (Hardstedt, 2015, p. 214). Di bulan Okfober IR0S,
Kerajaan M di bawah hpm;unun Rajn Gustay I‘? memutuskan untuk
hergabung M m_ﬂi}lﬁm dﬂlt mkan perang melawan

Perancis, yang kﬂmudl:m dll‘.mnl dengan “the Napaleonic Wars”. Perong ini
shilangan wilayah teritorinya (wilaysh Finlandia) kepada
Rusia. Sehingga pada tahun 1812, Swedia menginisiasi “Poficy of 1812 sehagni
penands kedekatan hubungan antarm Swedia dengan Rusia dan dengan Inggns
{ Elgstrom. 2000).

membuat Swedia harus ke

Kebijakon tahun 1812 jugn menjadi penanda dari status netral Swedia
karena komponen sentral dalam kebijakan imi adalah ketidakikutsertaan Swedia
dalam urusan kekuatan besar Eropa dengan menyeimbangkan kekuatan besar di
wilayah laut Baltik dan Swedia akan tetap bersikap netral ketika terjadi peperangan



di wilayah tersebut {Petersson, 2018, p. 74). Sejak tahun 1814, Swedia tidak lagi
terlibat dalam perang melawan negara lain. Hal ini kemudian membuat Swedia
menjadi negara dengan masa damai terpanjang di dunia (Bjereld & Maller, 2015).

Di tahun 1948 ketika aliansi Atlantik hendak dibentuk, Swedia telah
berhasil selama lebih dan serstus tahun  dalam menjalankan kebijakan
keamanannya yang bersifat netral. Kombinasi dari keberhasilan kebijakan netral,
ekonomi. politik, dan kekuatan militer-Swedia saat itu mendorong Swedia untuk
mencegah Denmark dan Norwegia untuk bergabung dengan pakta Atlantik. Untuk
itu, Swedia berambisi untuk membentuk aliansi ﬂW netral yang disebut

“Scandinavian Defence Union” (Cottey. 2018, p. 75). Namun, inisiatif Swedia
untitk membentuk SDU ini mengalami kegagalan karena Swedia berambisi untuk
‘membentuk alinsi pertabanan Skendinavia tanpa bantusn dari kebauatan militer
barat.

Dalam masa perang dingin, sebagian besar negara Efqﬂ.bnmﬁugm
alinnsi militer, baik menjadi anggota North dtfamic Treaty Orzamization (NATO)
maupun anggota Pakta Warsawa (Cottey, 2018, p. 1), Meskipun demikian, dalam
situnsi pesang iingm Swodin menjndi salah satu negara Eropa yang tetap

mempertahankan orientasi kebijakan luar negerinya yang bersifit netral. Dalam
kata hm.. Swedia memposisikan dinl sebagai negara gmg nﬂ hu'p@l‘. dengan

tujuan hw.t untuk tetap. bersikap setral di bawah knmﬁu W {Andrén,
2019),

Bergabungnya Swedia dengan Uni Eropa pada bulsn Januari 1995 menjadi
titik bahk T:mgikel:ujaka.n uar negeri Swedia untuk semakin menyerupai politik
internasional mayoritas negara Eropa Bami (Cottey, 2018, p. 2). Selain Uni Eropa,
aliansi NATO juga S-EEI‘IH.’E.J'.EI. membuka peluang unlui& memperluas keanggotaanya,
terutama di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timwur. Meskipun demikion, negara-
negara netral di kawasan Eropa termasuk Swedia memutuskan untuk tidak
mengejar keanggotaan di NATO. Alih-alih benntegrasi dengan NATO. Swedia
mermilih untuk membangun relasi kerjasama dengan NATO, yakni sejak tahun 1994
(Government Offices of Sweden, 2023}, Relasi kerjasama ini pun meningkat secara
berahap, sehingga terbangun relasi vang eral antara Swedia dan NATO,



Sejak tahun 199an, angkatan bersenjata Swedia semakin gencar untuk
meningkatkan kapabilitasnva dalam membangun kerjasama dengan NATO. Tujuan
dari dibangunnya relasi-antara Swedia dan NATO dilandasi oleh upaya peningkatan
peluang bag Swedia dan NATO untuk mengambil tindakan bersama dalam situasi
knsis seperti peperangan. Oleh karena itu, di tahun 1994, Swedia memutuskan
untuk  bergabung dengan Partnership for Peace (PfP) dengan tujuan untuk
membangun kq:temn}mn dan mmw MNATO untuk bekerjasama dengan
negara di wilayah Enm-#ﬂnnnk_m hl.lm]mq.km anggotanya (Government
Offices of Eﬂfhﬂ. 2023). Lebih lanjutnya. di Iﬂﬂm 1997 Swedia kembali
meningkatkan kapabilitas kerjasamanys dengan NATO melalui keanggotaan
Swﬂﬁlﬂam Em—dﬁd#ﬂ: ﬁn‘fnmkm Councif, fﬁhﬂﬁ ini merupakan forum
ﬁﬂdgpullhk aniara semue negara anggota ‘J%mw:n negars-negara mitra di
m&m'—-’nliunuk

13 abad ke-20 kebijakan netral Swedia berkembang menjadi kebijakan luar
neger M-u.mra aktif mempromosikan perdomaian dan kmmm.uumtummml
miclalui proges diplomasi, penyesuaian keamanan yang kooperatif, dan arganisasi
internasional (Greene, 2022). Bersama dengan NATO, Swedin seripg kali
berpartisipasi dalam beberapa operasi NATO. Kontribusi pertama Swedia, yakni di
tahin 1995 ketika NATO mengirimkan satu batalion umwwﬂn NATO
di Bosnia dan Hezegovina (NORTH ATLANTIC EE&IYGKGARLL&UD’Q
2023), Semenjak itu, Swedia ferus berkontribusi dalam operisi-operasi yang
dipimpin oleh NATO, mlﬁﬁ.@lmmn. Kumm dan Irak { Government
Offices of Sweden, 2023,

Setelah membangun refasi kerjasama dengan NATO selama beberapa
dekade. Swedia akhirnya 'mﬂntﬂp; unlu.’;: benntegrﬂﬂ i.lrﬁ.ll.gﬂﬂ aliansi tersebut. Pada
tanggal 18 Mei 2022, Swedia bersama dengan Finlandia menverahkan surat
permohonan resmi untuk bergabung dengan MATO (NORTH ATLANTIC
TREATY ORGANIZATION, 2022). Surat permohonan tersebut disampaikan
dalam pertemuan antara Duta Besar Swedia untuk NATO Axel Wernhoff, Duta
Besar Finlandia untuk NATO Klaus Korhonen. dan Sekretaris Jenderal NATO Jens
Stoltenberg di Markas aliansi di Brussels. Keputusan Swedia untuk bergabung



dengan NATO merupakan suatu langksh monumental mengingat Swedia telah
bersikap netral dolam arena politik internasional selama lebih dari 200 tahun.

Berbicara tentang aliansi NATO, North Atlantic Treaty Organization atau
yang lebih dikenal dengan WATO merupakan salah satu aliansi negara barat terkuat
yang dibentuk pada tanggal 4 April 1949 (Lindley-French. 2007). Perjanjian aliansi
ini diratifikasi di Washington DC, Amerika-Serikat, oleh dua belas negara pendiri,
yakni Inggris, Amerika Serikat, Pmﬂdgu,nmmm, Kanada, ltalia, Islandia,
Belanda, Morwegin. Iﬂ!ﬂmhurg,ﬁmpnm'ﬁum dibentuknya NATO, yakmi
untuk memberikan jarminan pertahanan secarn kolektif dalam bentuk kebebasan
politik mmmmmﬂmw negur-negari nnm

Pada akhir plnmgqﬁnp NATO membuka kesempatan bagi negara-negara
di wilayah Furo-Attantik untuk bergabung. Perluasan kﬂnmﬂﬂn ini ditujukan
untuk fujian peningkatan stabilitas dan keamanan mmmiﬂﬂﬂ'ﬁl
ATLANTIC TREATY ORGANIZATION, 2023), Seperti yang teluh disamp
sebelummys, hanya ada dua belas negara anggota ketika NATO pemlm.hh hm:lm
pada tahun 1949, Namun, setelah melalui sembilan putaran perluasan, saat ini
NATO mmﬁ[ﬁiﬁgn puluh satu negara angoota, termasuk Finlandia vnnghm snja
bergabung i tahun 2023,  Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur
kemgg:-tnm NATO diatur dalam artikel 10, yakni tentang periuasan anggota
NATO, Artikelin berisikan kualifikasi dan proscdur bagi negara-negar yang ingin
berinegrasi ke NATO,

‘Sejak berdirinys di tahun 1949 hingga saat ini, NATO menjadi aliansi
militer terkual di arena palitik intermasional, Sahhmﬁﬁur yang membuat negara
Euro-Atlantik tertarik untuk bergabung dengan NMATO adalah prinsip ‘collective
defence ' dalam artikel 5 Pakta Washington. Prinsip pertahanan kolektif adalah
jantung dann NATO karena prinsip ini yang mengikat seluruh anggota NATO uniuk

bersama-sama memiliki komitmen dalam melindungl dan menetapkan  nilai
solidaritas di Aliansi (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANLZATION, 2023),
Artikel 5 yang berisikan prinsip pertshanan kolektif pertama kali diadopsi NATO
pasca serangan teroris 911 di Amerika Serkat, Prinsip ini secara garis besar



diartikan sebagail “seranmgan terhadap satu sekutn dionggap sebogai seramgan
terhadap semng sekutu ™,

1.2 Pertanyaan Penclitian/Rumusan Masalah

n‘dasmimlﬂuhehkmgmmahhdmﬁpﬂmﬁhmﬂmﬂlmmlﬂlkadﬂmn
bentuk pertanyaan pannlmm, i berikul Mangag:n Swedia melakukan

3. Sehagai referensi peng keilmuan Hubungan Internasional
pada penelitian selanjutnya

3. Bagi peneliti, karya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk
aplikasi dari ilmu yang sudah diperoleh peneliti dalam masa studi
dijemjang 5-1 Hubungon Internasional.



1.5 Sistematika Penullsan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian untuk memudahkan pembaca
dalam memahami alur penelitian. Pertama, dalam Bab I peneliti menguraikan
latar belakang masalah, yakni terkait definisi dan netralitas dan sejarh lahimya
kebijakan keamanan netralitas di Swedia Lebih lanjutnya. pada bagian ini
peneliti juga memaparkan dinamika hubungan Swedia dengan aliansi NATO.

:nmm pﬂuﬂ]lhmmu;kﬂn d:hltup
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